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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan 

satwa liar yang dilindungi dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan 

oleh penyidik dari kepolisian ataupun PPNS untuk mencari serta 

mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Setelah 

penyidik menemukan tersangka, maka penyidik membuat berita acara 

pemeriksaan dan jika sudah lengkap makan BAP tersebut di limpahkan ke 

kejaksaan. Setelah berkas masuk ke kejaksaan maka dimulailah tahap 

berikutnya yaitu penututan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. 

Jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan serta tuntuan yang 

akan di gunakan dalam persidangan. Setelah pembacaan dakwaan proses 

pengadilan berlanjut sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam 

KUHAP, sampai proses terakhir yaitu pembacaan putusan. Hakim 

menentukan dan memutuskan berapa lama terdakwa akan dihukum. 

Setelah adanya putusan yang in kracht, maka jaksa kembali mempunyai 

tugas untuk mengeksekusi barang buktinya yang mana barang bukti 

tersebut adalah satwa liar yang dilindungi, kejaksaan memberi keputusan 

apakah barang bukti tersebut akan dimusnahkan atau diserahkan ke 

lembaga konservasi, karantina atau ke BKSDA. 

2. Peran Lembaga Konservasi dalam proses penegakan hukum terhadap 

perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah sebagai tempat untuk 
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menitipkan barang bukti yaitu satwa liar yang berhasil diamankan dari 

tangan pelaku. Lembaga Konservasi bertugas untuk merawat satwa agar 

nantinya jika sudah ada putusan in kracht dalam proses penegakan hukum, 

satwa liar yang dilindungi tersebut dapat dilepas liarkan kembali ke habitat 

aslinya. 

B. Saran  

1. Bagi aparat penegak hukum supaya dapat lebih meningkatkan kinerja 

dalam memproses kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, serta 

dapat lebih giat dalam memberantas kasus perdagangan satwa liar yang 

dilindungi, karena satwa liar yang dilindungi merupakan kekayaan hayati 

Indonesia yang mana harus dijaga dari kepunahan. 

2. Bagi lembaga konservasi sebagai tempat merawat dan melindungi satwa 

diharapkan lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

merawat dan mengusahakan satwa liar yang dilindungi agar dapat di lepas 

liarkan kembali kehabitatnya sesuai dengan visi misi dari lembaga 

konservasi itu sendiri. Lembaga konservasi juga diharapkan untuk lebih 

melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk tidak melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi 

serta mensosialisasikan tentang ketentuan pidana dari perbuatan 

perdagangan satwa liar yang dilindungi. 
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